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PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 32 TAHUN 2011 ‘

TENTANG

: PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

: Mengingat :

. Menimbang‘:'_i'a.:

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BU PATI KARANGANYAR

'lbahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
, Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi:-dan Tata

Kerja-Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu disusun

Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud

L e\

huruf a, perlu diatur dan dltetapkan dengan Peraturan Bupatlig |

,Karanganyar

. ’Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam ngkungan Provinsi Jawa

Tengah; :
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan"

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) o

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir -

dengan Undang-Undang = Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4944);

o Undang-Undang Nomor 33:Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 4438)

Undang-Undang  Nomor 24 ' Tahun '2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723); :

"Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ‘



.Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembaglan Urusan  Pemerintahan- Antara  Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah ‘Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
‘Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

. 'Peraturan Pemerintah  Nomor 22 Tahun - 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan

10.

11.

Menetapkan : -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah dalam Penanggulanan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran” Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011

‘tentang Organisasi dan Tata Kerja' Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2011 Nomor 8). ,

'MEMUTUSKAN :

‘PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN

FUNGSI JABATAN STRUKTURAL  PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. '

" BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1 | ;
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintahan . Daerah adalah penyelenggaraan urusan
. .pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

3. ‘Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerlntahan daerah

4. Bupati adalah Bupatl Karanganyar



5. Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah unsur pembantu kepala
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
- Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan
Kelurahan Kabupaten Karanganyar. ‘

- B. Sekretans‘Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupateh’ Karanganyar.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
BPBD adalah  Badan Penanggulangan Bencana Daerah
~ Kabupaten Karanganyar. . ' ' '

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkalan penstlwa yang mengancam dan
menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik
oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan

. lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. :

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang ~menunjukkan . tugas,

~ tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

- suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan  tugasnya dldasarkan
- pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.

1\‘0.‘ Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional = yang

- terdiri -dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsmnal yang - -

~terbagi dalam berbagal kelompok sesuai keahliannya.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

| | | | Pasal 2
| (1)‘ ,SuSunah organisasi BPBD, terdiri atas :
: a. Kepala; - ‘
b.‘ Unsur Pengarah';
- Unsur Pelaksana.

‘(2) Kepala BPBD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, secara ex-officio
dijabat oleh Sekretaris Daerah. '

| (3) Unsur Pengarah BPBD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri'
dari: ~ ,

a. Instansi terkait;
b. Tenaga Profesional/Ahli.

4 Unsur Pengarah sebagalmana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan
~ Peraturan Bupati tersendiri.

(5) Unsur Pelaksana BPBD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri
dari: :

a Kepala Pelaksana

| Sekretariat; ‘

- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; -
- Seksi Kedaruratan dan Logistik;

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

™o 20 T

‘Kelompok Jabatan Fungsional. -



(0

o
@

a.

®

Sekretariat dlplmpln oleh seorang Kepala Sekretanat yang berada dl bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

, dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana

BAB 11
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

-Bagian Kesatu
Kepala BPBD

Pasal 3

Kepala BPBD- mempunyal tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerlntahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Kepala |
BPBD mempunyai fungsi : , '

a.

perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengun93| dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan

efisien;

pengkoordinasian pelaksanaan keglatan penanggulangan bencana secara

~ terencana, terpadu dan menyeluruh;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatl sesuai dengan tugas dan
fungsinya. ‘

,‘Penjabaran tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), sebagal berikut :

menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; :

. menetapkan - standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang -undangan;

menyusun, menetapkan dan menglnformaSlkan peta rawan bencana;
. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala

daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setlap saat dalam

'kond13| darurat bencana ; .
'~ mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta.

mempertanggungjawabkan penggunaannya;

. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ' yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ‘peraturan perundang-

undangan.



; | Bagian Kedua
Kepala Pelaksana

Pasal 4

(1) Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD untuk menyelenggarakan tugas
BPBD sehari-hari, dan mempunyai’ tugas melaksanakan penanggulangan

~ bencana secara terintegrasi mellputl pra-bencana, tanggap darurat dan pasca
~ bencana. , ‘

@)

Ca.

O

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (N, Kepala
Pelaksana mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah
 instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang'
,dlperlukan pada tahap pra- bencana tanggap darurat dan pasca bencana;

. pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan,

logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada

‘di daerah, serta langkah-langkah lain yang dlperlukan dalam rangka

S penanganan tanggap darurat;

a.

pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi‘dengan satuan kerja
perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah

-dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan
“bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

it pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatl sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Penjabaran tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut Lo
- merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan ‘perundang-

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

- pelaksanaan keglatan

menjabarkan penntah atasan melalui pengkajian = permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan,
ketentuan yang berlaku; :

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
“memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis- guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah,
instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain
yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca

~ bencana. ‘
melaksanakan komando melalui pengerahan sumber daya manusia,

peralatan, logistik dan Sarana Prasarana lainnya dari Satuan Kerja ‘

-Perangkat Daerah (SKPD), instansi vertikal yang berada didaerah,
- lembaga/organisasi dan atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka
~ penangganan tanggap darurat penanggulangan bencana;

melaksanakan pehaanUIangan bencana yang meliputi pra bencana,

‘tanggap darurat, dan pasca bencana secara secara terkoordinasi dan

terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah,
instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan

- ‘perundang-undangan;



(1)

()

melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi

- dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi

vertikal yang berada didaerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain
sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyelenggarakan, mengadministrasikan, mendistribusikan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan untuk bencana;

menetapkan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan
Bencana;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; .

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
- maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Sekretariat

Pasal 5

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan
kegiatan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan
BPBD.

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

menyusun program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian pérmasalahan berdasarkan
ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan BPBD baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan

- informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar dlperoleh hasil kerja

yang optimal;

melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai
pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;

menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan,
perlengkapan dan rumah tangga sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku guna kelancaran tugas;

.. menyiapkan bahan penyuSunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



)

mengkoordihasikan ‘dan menyiapkan penyusunan :Iaporan Akuntabilitas

~ Kinerja Instansi ~ Pemerintah (LAKIP), Laporan = Keterangan
~ Pertanggungawaban Bupati (LKPJ), LPPD, kinerja keuangan dan laporan

sejenis sesuai ketentuan yang berlaku,

melakukan pemblnaan peningkatan kapaSItas sumberdaya manusia, di
~ lingkungan BPBD; ,

: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menllal presta3| kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia

' ~sebagai cerminan penampilan kerja;

_menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagan dasar |

pengambilan kebijakan,;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun

“tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas Ialn yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

_ fungsinya.

~ Bagian Keempat -
- Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 6

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina
dan mengendalikan keglatan pencegahan, mltlga3| dan keS|apSIagaan pada pra
bencana. ,

Penjabaran tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagal berikut :

a.

menyusun program kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. ,menjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan berdasarkan

ketentuan yang berlaku;

>membag| tugas kepada ‘bawahan sesuai. dengan bidang tugasnya

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulls guna

- meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
“melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan BPBD baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar dlperoleh hasil kerja

- yang optimal;

. merencanakan | langkah-langkah operasio‘nal Seksi  Pencegahan dan
.- Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja BPBD dan kegiatan tahun
. sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman

dalam melaksanakan kegiatan;

: menyiapkan bahan penyusunan kebijakan seksi pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada prabencana, untuk - pedoman penanggulangan

bencana;

menylapkan bahan petunjuk teknis dan prosedur tetap dalam Peningkatan
Perlindungan Masyarakat kepada masyarakat guna meningkatkan

- kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;

mengkoordinasikan kegiatan pencegahan, mltlga3| dan kesnapsnagaan pada
prabencana :



o

)
- a.
- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia

| melaksanakan keglatan pencegahan, m:tngasu dan kesiapsiagaan pada pra
- bencana; , ,

- melakukan pemantauan, - evaluasi, dan analisis pelaporan  tentang
- pelaksanaan  kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan - pada

prabencana;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

~tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia

sebagai cerminan penampllan kerja;

- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

pengambilan kebijakan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

- tugas;

melaksanakan tugas Iam yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 7

Kepala Sek3| Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala

- Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan -
~ mengendahkan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat-

dan dukungan logistik.

Penjabaran tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

menyusun program kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan berdasarkan

- ketentuan yang berlaku; .
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di Iingkungan' BPBD baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan
informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja‘
yang optimal; ‘

~ merencanakan langkah- langkah operaswnal Seksi Kedaruratan dan Logistik
~ berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta
~sumber data yang ada untuk dlgunakan sebagal pedoman dalam

melaksanakan kegiatan;

_ menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

: me‘ng‘koordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada
- saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- mengkomando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap
_darurat;

~ melakukan 'pemantauan, evaluasi, dan analisis ‘pelaporan - tentang
- pelaksanaan kegiatan di seksi penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. -



‘ melaksanakan monltonng evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedla

- sebagai cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan; ,

o menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; :

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
- fungsinya. ' ;

‘ Baglan Keenam
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruk3|

Pasal 8

(1) Kepala Sek3| Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala

2)

'Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan

‘mengendalikan keglatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca
_ bencana. ; , :

Penjabaran fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

* menyusun program - kegiatan Seksi Rehabilitasi dan = Rekonstruksi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data '

- yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perlntah atasan melalui pengkajian permasalahan berdasarkan,

- ketentuan yang berlaku ‘ ,
_membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

memberikan arahan dan petunjuk secara’ lisan  maupun tertuhs guna -
menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan BPBD baik

~secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan
- informasi, serta untuk mengevalua5| permasalahan agar dlperoleh hasil kerja
‘'yang optimal; . ‘

“merencanakan langkah-langkah Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta
- sumber data yang ada ' untuk digunakan sebagal pedoman dalam
" melaksanakan kegiatan; V ,

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi dan “rekonstruksi
- penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;

mengkoor'dkinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

~penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana,

melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
~pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan
bencana pada tahap pasca bencana.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai presta3| kerja pelaksanaan

. tugas bawahan secara berkala melalui S|stem penilaian yang tersedia
‘sebagai cerminan penampilan kerja;

;membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
V ‘pengambllan kebuakan : ,



k. - menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebaga| bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
- tugas;

l.  melaksanakan tugas |a|n yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
e fungsinya. ,

- BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

~ Pasal 9 ,
~ Hal- hal yang belum dlatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh
Ke‘pala BPBD sepanjang mengenai pelaksanaannya , ‘ ~

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

‘Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Juni 2011
 BUPATI

- Dr. Hj. RINA IRIANI SRIRA ANINGSIH; M.Hum.

‘Diund’angkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Juni 2011
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